
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tefllang Pembentukan 
DaeraMaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Baral 
(Serita Negara Tahun 1950) sebaga,mana telah d1ubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 196S tentang Pembentu!<an 
Kabupaten P"rwakarta dan Kaoopaten SUbang <1engan 
Mengubah Undang-Undang Nomo, 14 Tahm 1950 1en1ang 
Pembenlu~an Daerati.Oaerah Kabupaten Dalam Lingkmgan 
Propms, Ojawa Barat (Lembaran Neg3fa Rept1bhk tndonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Taml>ahan Lembaran Negara Republ,k 
Indonesia Nomor 2851), 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahafaan 
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20C),I 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones,a 
Nomor 4355): 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1en1ang Pemenmahan 
Daerah (lembaran Negara Republ1k lndones,a Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan l"mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa ka~ dlubah terakhir 
dengan Un<lang-Undang NofllOf 12 T ahun 2008 tentang 
Peru bah an Kedua Atas Un<lang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembarar.:i Negara Republik 
lndonesla T ahun 2008 Nomor 59. T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844): 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d.imaksud daJam 
huruf a, maka perlu mengatur tata cara pembenan msenlif 
pemungulan retnbusi daerah yang ditetapkan <lengan Peraturan 
Bupab. 

a. bahwa sesua, ketenruan Pasal 171 ayat (\) dan ayat (2) juncto 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tenlang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnse;;tif Pemungutan Paja'k Oaerah 
dan Retribusi Oaerah, maka tef'hadap ,nstansi pe!aksana 
pemungutan retribusi <lae<ah d1benkan lnsentif yang dil>eril<an 
sebagai penghargaan atas kinerjanya <la!am meraksanal<an 
pemungutan retribusi daerah: 

Menimbang 

BUPATI BEKASI, 

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 

TENTANG 

TAHUN "O'I NOMOR 7 

PERATURAN BUPATl BEKASI 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 
tentang Retribusi Khusus Parkir sebagaimana telah dKJbah 
dengan Pe<aturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nornor 25 Tahun 
2000 tentang Perubahan atas Peraturan Oaerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retnbus, Khusus Parlor 
(Lembaran Daerah Kabupaten Beka5' Tahun 2000 Nornor 2 Seri 
B); 

Peraturan Oaerah Kabupaten Bekas1 Nomor 10 Tahun 1999 
tentang Retribusi Terminal (Lemba.ran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 1999 Nomor 7 Seri B): 

13 

Pera:uran Oaerah Kabupa1en Bekasi Nornor 9 Tamm 1999 
lentang Pasar Grosit dan Perto!<oan (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekas< Tahun 1999 Norno, 6 Sen B): 
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11 Peraturan Oaerah Kabupaten Bekas, Nomor 8 Tahun 1999 
te-ntang Retnbus1 Pemakaia.n Kekayaan Oaerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 5 Sen 6) . 

Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Retribusi Pemeriksaan Alai Pemadam Keb-ak.aran 
(Lemb.aran Daer ah Kabupaten Bekasi T ahun 1999 N.omor 4 Seri 
B): 

Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asl Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Retribusi Part<ir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 2 Seri BJ: 

Peraturan Oaerah Kabupaten Bef<as, Nomo, 6 Tahun 1999 
tentang Retribusi Pasar (Lembaran Oaerah Kabupaten Sekas, 
Tahun 1999 Nomor 3 Seri B): 
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7. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekas, Nornor 4 Tahun 1999 
tentang Retnbusl Pelayanan P91'$ampahan/Keberslhan 
sebagaimana telah d1ubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 6 T ahun 2006 tenta.ng Perubahan atas Perahsan 
Daerah Kabupalen Bel<asi Nomor 4 T ahun 1999 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 8) 

• 

4 Unda,g-Undar,g Nomor 28 Tahul"I 2009 t~tang Pa;-ai< Oaetah 
dan Retnbos, Oae<an (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republtl< 
Indonesia Nom0< 5049). 

5. Peraturan Pemerint.ah Nomor 69 Tahu.n 2010 tentang Pemberia.n 
dan Pemanfaatan lt1.senof Pemungutal'I Pa,ak dan Rc1ribusi 
Daecah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119): 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nome< 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuang.an Oaerah, sebagaim.ana tetah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 T ahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraruran Menteri Dalam Negen 
Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Oaerah. 



, 

24. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekas, Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Retribusi Petemakan Perikanan dan Kelautan {lembaran 
Dae rah Kabupaten Bekasi T ahun 2007 Nomor 6). 

22 Peraluran Daerah Kabupaten Bekas, Nomoc 40 Tahun 2001 
taatang Retnbus• lzin Usaha Padagangan (le,nbaran Daerah 
Kabupaten Bekas, Tahun 2002 Nomor 2 Seri B). 

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomo, 13 Tahun 2002 
tentang Retribus1 Pelayanan Kesehatan dan Retribos.J 
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta sebagaimana tel.ah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Beka$t Non,or 5 
Tahun 2007 tentan,g Perobahan aras Peraturan Oaetah 
Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retnbu5l 
Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penyefenggaraan Sarana 
Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten BekaSI Tahun 
2007 Nomor 5). 

- 

21 Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahun 2001 
tentang Retrobus, lzin usana lndustn (lembaran Daerah 
Kabupaten Bekas, Tahun 2002 Nomoc 1 Seri BJ. 

20. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2001 
tentang Retribusi T and a Dafiar Perusahaan (lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Sen C) 

19. Peraturan Oae<ah Kabupa1en Bekasi Nomor 21 Tahun 1999 
temang Retnbus1 Pelayanan dan Pengabuan Mayat {lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekas, Tahun 1999 Nomor 18 Sen 8): 

18. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahoo 1999 
tentang Retnbus, lzin Trayek sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oae,ah Ka bu paten Bekasi Nomor 32 T ahun 2001 
tentang Perubahan atas Peraturan Oaerah t<abupaten Bekas. 
Nomor 19 Tahun 1999 tenta.ng Retribusi lzm Trayek Retribusi lzin 
Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bekas, Tahun 1999 
Nomor Seri 8): 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 
tentang Retribusi lzrn Mendirikan Bangunan (lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 14 Sen B): 

17. Peraturan Oaerah Kaoupaten Bekasi Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Retribusi lzin Gangguan sebaga,mana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nonior 24 Tahm 
2001 1en1an9 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupatet1 
Bekasi Nomor 18 Tahun 1999 ten1ang Retribusi 1%in Gangguan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 4 Sen 
8): 

15 Poratutan Oaerah Kabupate<t Sel<as, Nomor 12 Tat,ur, 1999 
tentang Re:tnous, Penyeoo-.an K.a.!ruS s.ebaga mana tetah o,ubatl 
<feogan Perawran Daerah Ka~ren Be!tasi Nomor t Tahun 
2006 tentang Perut>ahan atas Peraturan Daerah Kabupalen 
Bekas, Nomor 12 Tahun 1999 tenta,-,g Rembusi Penyedotan 
Kakus (Lembaran Oae,ab K.abupa1en Bekasi Tahun 2006 Nomor 
7). 



• 

2. Pemerimah Daerah adalah Bupatl Bekas, dan perangkat Oaerah sebag.ai unsw 
penyelenggara Pemenntahan Daerah 

3. Bupa11 adalah Bupat, Be~ast 

4 Penanggung 1awab pengelcla keuangan daerah adalah Bupati dan Wakil Bupali yang 
merupakan pejabat yang benanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah 

5. Kordinator pengelola keuangan daerah adatah Sekretaris Daerah yang merupakan 
pejabat yang bertin<!ak setaku 1<.oord1nator pengelolaan keuangan daerah 

6. Saluan kerja perangkat daerah pelaksana pemungutan retribuSl yang selanjumya 
disebul SKPD petaksana adalah SKPD di fingkungan Pemerintah Daerah yang 
metaksanakan pemungutan retribusi daerah . 

1 Oaerah adalah Kabupaten Bekasi 

DaJam Peraturan Sup.ab ,n, yang d1ma~ud dengan: 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

SABI 

PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

28 Pe<aturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7): 

29 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 148 T ah<.m 2007 tentang 
Mekanisme Penyusunan Produk HUl<um Dae<ah d, lJngkungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi (Benta Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 148). 

25 Peraturan Oaerai, Kabupatel"I ee!(a·s, N-omor 8 Tanun 2007 
tentang PenyeJenggaraa, Pendaitaran Penduduk, Peocatatan 
S,pil da'l Retnbus, Pe•ggantian Biaya Cetal< Ookumen 
Pendaftaran Penduduk dan Peneatatan Sipd ch Kabupaten Sekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekas, Tahun 2007 Nomor 8). 

26 Peraturan oaerah Kabupaten Bekasi Nornot 6 Tanun 2006 
tentang Urusan Pemerintah-an Kabupaten Sekas1 (lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6). 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nom0< 6 Tahun 2009 
tentang Pengendali.an Pemanfaatan Ruang dan RetnbuSi lzin 
Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupa!en Bekasi Tatu> 
2009 Nom0< 6); 



1. sampai dengan il'iwulan I ~ 20% (dua puluh perseranrs) 
2. sampai de.Rgan triwulan II : 45% (empat puluh Jim.a perseratus) 
3. sampai dengan triwulan Ill 70% (tuJuh puluh perseratus) 
4 sampai dengan tnwulan IV : 100% (sera!us perseratus) 

a. Rencana penerimaan retnbusi per triwulan ditetapkan sebagai berikut: 

Kinelja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pa.al 3 adalah pencapa,an rencana 
penerimaan retribusl yang drtetapkan dalam Anggaran Pendapa:an clan Belanja Daerah 
yang dfjabarkan secara tnwulanan dengan ketentuan sebagai benkut: 

Pasal 4 

(3) Oalam hal target kinerja suatu triwulan bdak tercapai. ,nseolil untuk lriwulan tersebut 
d1bayaJ1<an pada awal tnwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan 
yang d~entukan 

t4) Oatam ha! target Rine~a pada akhir tahun anggaran penenmaan tidak tercapai, !idak 
membatalkan msent.Jf yang sudah d1bayarkan unruk triwtJlan sebelumnya_ 

(2) Pemberian inseolif sebagaimana d,maksud pada ayat (1) d1bayarkan seliap tl7Mllan 
pada awal tnwulan benkutnya yang dihirung berdasart<an tahapan penerimaan riap jenrs 
R:etribusi yang te1ah disetor ke kas Oaerah. 

(1) SKPO pelaksana pemungut retribusi diberikan insentif apabtla mencapai kinetja tertentu 

Pasal 3 

a. Bupab Bekasi dan Wakil Bupafi Bekasi; 
b Sekretaris Oaerah Kabupaten Bekasl: 
c peJabat dan pegawa; pada SKPD pelaksana pemungut retnbusi sesuai dengan 

tanggung jawab masing·-masing: 

(2) lnsentff sebaga,mana d,maksud pada ayat (1) d1bayarkan kepada: 

(1) lnsenlif d•berikan kepada SKPO pelaksana pemungut retrlbusi 

Pasal2 

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

BAB II 

9 

8 

lnsentf pemungutan reU10Us1 oaerah yang seianJutnya dtsebut ,r.sentif a..:ta·a'i tambahan 
per,ghas,lan yang droen.<an sebaga. penghargaa, atas ku-el}a tenen<u oalam 
melaksanaican pemungutan Retncusi 
Retribus1 Oaerah ada,ah pungutan Oaerah seoagai pembayaran atas 1asa atau 
pemberian iz,n tertentv yang khusus d,se<fiakan dan/atau diberikan oleh P&merintah 
Oaerah untuk kepentingan orang pribadi eteu Sadan. 
Pemungutan adalah suatu rangka1an kegiatan mula, dari pengh,mpunan data oll!ek dan 
subjek pajak atau retribusi penentuan besamya _ pajak atau retnbus, yang terutang 
sampai kegiatan peoag,han paJak atau retnbus, kepada Wa11b PaJak atau W31ib 
Re:tribus, sena peogawasart penyetorannya 

1 



Penerima pembayaran insencrf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besamya 
pembayaran insentff sebagaimana dimaksed dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

Pasal 7 

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) d~et•pkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Selanja Daerah tahun anggaran befKena.an 

• 

(1) Besarnya lnsentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) yang dlhrtung dan rencana 
penenmaan retribusi daerah yang telah disetorkan ke kas daerah. 

Pasal 6 

BABIV 

BESARAN INSENTIF 

lnsentif bersumber dari peodapatan retnbuSi sebaga,mana teJa.h diteta;pk.an d.alam Peraturan 
Dasrah yang mengatur mengenai jenis dan besaran retnbusl. 

PasalS 

SUMBER INSENTIF 

BAB Ill 

b. Apabila pada aktur tnwulan I reausasi mencapai 20% (dua puluh perserates) atau leblh. 
insentif diberikan pada awal triwulan II. 

c, Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 20% (dua puluh perseralus). insentl 
tidak dibenkan pada awal triwulan II 

d Apabila pada akhir tnwulan II reafisasi mencapai 45% (empat puluh r.ma perseratus) 
atau Jebih, insentif diberikan untuk trlwulan I yang belvm d1bayarkan dan tnwu1an 11. 

e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dan 45% (empal puluh 111Tla perseratus). 
insenttf untuk triwulan II be-lum dibayarkan pad.a awal triwulan Ill 

r Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi kurang dari 70% (tuJuh puluh perseratus). 
lnsenbf hdak diberikan pada aw.al triwulan IV 

g Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi mencapa1 70% (tujuh puluh perseratus) alall 
Sebih. lns-entif diberikan pada awal triwulan IV. 

h Apabtla pad.a akhir mwu1an IV reallsas, mencapai 100% (seratus pecseratus) atau lebih. 
,nsentjf diberikan untu'< urwutan yang belum dibayatkan. 
Apabila pada akhir mwu!an IV realisasi kurang dari 100% (seranrs perserates) tetap, 
lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus) lnsentif diberikan un1uk triw,Jlan Ill Clan tnwuJan 
se-belumnya yang belum d1bayarkan 



Ditetapkan di C1karang Pusat 
pada tanggat ,,., - ... ~--.r .... 

Peraturan Supat1 mi mulai ber1aku pada tanggaJ d1ur;c:tangkan 
Agar senap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Perah.Jtan BupatJ ini 
"!!engan penempatannya dalam Berna Daerah Kabupaten Bekas, 

Pasal 11 

KETENTUAN PENUTUP 

8ABVII 

Pembenan tnsentif untuk tahun anggaran 2011 ou::>ayarkan ?erh1tung mut.ru butan Januari 
2011 sesuai deAgan Anggaran Pendapatan dan Betarja Daetah ta rum anggaran 2011 

Pasal10 

8ABVI 

KETENTUAN PEAALIHAN 

Pettanggungjawaban pernbertan tnsentif ddakukan sesuat dengan ketentuan peraluran 
perundang-undangan. 

Pasat 9 

(2) Penganggaran ,nsenlif pemungulan retribusi sebagaimana d1maksud pada ayat { • 1 
dikelompokkan ke dalam betania lidak langsung yang diurar<an berdasarl<lln jems 
belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rinc,an obyek belanja 
retribusi. 

(1) Kepala SKPD pelaksana pemungul retnbusi menyusun pengarwaran ons,,m;' 
pemungutan retrlbusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dal.am Pasa 6 

Pasal8 

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWA8AN 

BABV 


